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WALI KOTA PADANG PANJANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud
pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Surat Keputusan Wali kota Padang Panjang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 3Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
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5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan  Menteri Pendayaan  Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9.  Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2024 Nomor 4);

11.  Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang
Panjang.

12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANG PANJANG TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang
Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana
kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang.
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KEDUA

KETIGA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah

Kota Padang Panjang.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 September 2025, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di: Padang Panjang
pada tanggal : 20 September 2025
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SASARAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN ALASAN (PERMASALAHAN YANG SUMBER KETERANGAN
STRATEGIS UTAMA AKAN DISELESAIKAN) DEFINIS| OPERASIONAL FORMULASVY RUMUS PERHITUNGAN URUSAN DATA
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PENJELASAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA
NO SATUAN ALASAN (PERMASALAHAN YANG SUMBER KETERANGAN
STRATEGIS UTAMA AKAN DISELESAIKAN) DEFINISI OPERASIONAL FORMULASVY RUMUS PERHITUNGAN URUSAN DATA
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Mennghatian Niai AXIP Badan Niat | Niai AKIP BADAN KEPEGAWAIAN Nias Akuntabiitas Knerja Instansi Hasid Peniaan AX!P oieh Inspek Deerah Kegegewnaian BKPSOM Niai AKIP BKPSOM
kinena perangeat Kepegaanon DAN PENGEMBANGAN SUMBER Pemerintah (AKIP) Perangiat Daerah mencerminkan kuaitas
caerah Penpembdangan DAYA MANUSIA mencerminkan odalah hasd evaluas: stas perencanaan,
Sumber Daya Manusia kuaitas perencanaan, pelak dan ekuntabitas kinerja BXPSDM cieh pelaisanaan, dan
| pertanggungjawaban kinerja dnas Inspextorat Doerah pertanggungawatan
| Semakin tnggl nilanya semakin bak kinerja masing-masing

dnas tersebut dalam menalankan
tuges secara efision dan berientas
pocda hasi yang berdampek kepada
masyarakat

dinas. Semaiun tinggi
nignya, semaiun baik
BKPSDOM dalem
menjalankan tugas secara
efisien dan bercnentasi
pada hasi yang
berdampek ke
masyeraiat.
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